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ABSTRAK 
Nama                 :  RIAN WIJAYA 
Nim                     :  105 001 080 41 
Fak/Jurusan   :  Syari’ah Dan Hukum/ Ilmu Hukum 
Judul                     :  “Eksistensi Putusan Hakim terhadap Pengemudi Angkutan 
dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar (Studi 
Putusan No. 1200/Pid.B/2007/PN.Mks)”. 
Dalam penulisan ini penulis membahas masalah “Eksistensi Putusan Hakim 
terhadap Pengemudi Angkutan dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar 
(Studi Putusan No. 1200/Pid.B/2007/PN.Mks)”. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh 
kurangnya kesadaran pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaran sehingga 
sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga perlu di ketahui eksistensi 
pidana materiil dan pidana formil terhadap pengemudi yang menyebabkan kematian 
dalam kecelakaan lalu lintas menurut aturan hukum dan eksistensi putusan hakim 
terhadap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri 
Makassar. 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian 
kualitatif yang mengahsilkan data analisis deskriptif. Analisis data pada penelitian ini 
dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun 
secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan 
terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. 
Dari hasil pengamatan dan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa 
eksistensi pidana materiil dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Pasal 338, Pasal 359, dan Pasal 360 dan dalam Undang-Undang No. 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310. Selanjutnya eksistensi 
pidana formil dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yang mengatur tentang pelaksanaan pidana materiil kemudian eksistensi 
putusan hakim terhadap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas 
dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 1200/Pid.B/2007/PN.Mks, yaitu 
bahwa putusan hakim belum memberikan hukuman dan efek jera terhadap 
pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang  
Mobilisasi sangatlah mempengaruhi perkembangan dunia dan bangsa. 
Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi di dunia, maka 
semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Indonesia merupakan salah satu 
negara berkembang yang sangat rentan akan berbagai tindak pidana. Selain karena 
jumlah penduduk yang banyak, juga dikarenakan oleh rendahnya tingkat 
perekonomian dan pendidikan warga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya 
berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik sekalipun 
dengan hal yang tidak benar. 
Timbulnya berbagai upaya tersebut tentunya mempengaruhi suprastruktur 
dan infrastruktur negara. Bukan hanya itu, kecendrungan masyarakat untuk 
melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi timbulnya tindak pidana 
lain yang merugikan bangsa dan negara. 
Khusus perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat 
dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami 
peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam 
sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, 
transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya 
yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, 
mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang 
bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk 
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mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 
Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat 
dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang 
aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas 
menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakai 
jalan khususnya angkutan kota untuk berbagai keperluan pribadi atau umum 
secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. 
Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan 
kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah 
transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat 
serius dalam beberapa dekade terakhir. 
Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang 
menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang 
bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan 
seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari 
kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. 
Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Al-Qur’an surah 
An-Nisa ayat 93, yaitu: 
⧫◆ ⧫ ⬧ 
☺➔⧫ ◼⧫⧫⬧ 
   
◆  ◼⧫ 
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◆➔⬧◆ ⧫◆ ⬧ 
⧫ ☺→⧫     
Terjemahnya: 
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.1 
Selanjutnya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas juga diatur dalam 
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 
angka (24): 
Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga 
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.2 
Masalahnya, di era yang semakin mengglobal ini, masyarakat sebagai 
pengguna jalan terkadang tidak sadar akan pentingnya tata tertib dalam berlalu 
lintas. Kurang mengertinya akan perundang-undangan dan peraturan lalu lintas 
dijalan mengakibatkan seolah-olah alat Negara yang mengatur akan hal tersebut 
kelihatannya akan menjadi kewalahan. 
Dalam mengurus kecelakaan lalu lintas jalan, maka harus kita pisahkan 
antara kejahatan dan pelanggaran hal ini yang sulit dalam kecelakaan lalu lintas 
adalah membuktikan kesengajaan sebagai salah satu syarat untuk peristiwa 
kejahatan, sebab dalam kecelakaan lalu lintas jalan kebanyakan terjadi dengan 
tidak di sengaja. 
                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’anulkarim (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media,1987), 
h. 93. 
2 Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas Angkutan 
Jalan (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 5. 
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Kejahatan lalu lintas yang terjadi dengan sengaja merupakan hal tidak 
lazim lagi, akan tetapi yang sering terjadi adalah kejahatan karena salahnya 
(lalainya, alpanya, ketidak hati-hatianya dan sebagainya). Kejahatan lalu lintas 
berkisar terbatas mengenai beberapa Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, misalnya Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, dan Pasal 
410 KUHP.  
Bahwa lalu lintas mengandung bahaya adalah kenyataan yang tidak dapat 
di sangkal. Jumlah orang yang meninggal senatiasa bertambah banyak. Upaya dan 
usaha menaggulangi serta mencegah hal tersebut itu juga semakin banyak di 
lakukan akan tetapi mengurus kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu tugas yang 
sulit, sebab pengusutan dapat terdiri dari berbagai atau beraneka ragam keahlian. 
Peranan berbagai bidang keilmuan menjadi sangat fital sebagai contoh, peranan 
ilmu kedokteran dala menentukan apakah peristiwa tersebut murni merupakan 
kecelakaan atau kesalahan manusiawi dapat di lihat dari hasil pemeriksaan (visum 
et repertum). 
Dalam kecelakaan lalu lintas, hal yang paling sering terjadi adalah 
kecelakaan karena lalainya atau alpanya. Hal ini menjadi penting titik tolak dari 
pemeriksaan lebih lanjut dimulai dari menentukan apakah kecelakaan tersebut 
disengaja atau tidak disengaja. Kecelakaan karena lalainya atau alpanya menjadi 
sulit untuk ditentukan mengingat banyaknya kategori yang harus diuraikan satu 
persatu. 
Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi di mana 
pengemudi selalu menjadi dianggap bersalah oleh masyarakat namun 
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sesungguhnya korban yang terdakwalah yang bersalah. Di lain pihak pengemudi 
selalu menganggap dirinya benar, padahal aspek kesalahan yang dilakukan yaitu 
membiarkan kendaraannya melaju kencang di atas aturan yang ada, maka 
pengemudi tersebut harus bertanggungjawab meskipun tidak ada maksud untuk 
menabrak. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengajukan Penulisan  
Skripsi Hukum dengan judul, 
“Eksistensi Putusan Hakim terhadap Pengemudi dalam Kecelakaan 
Lalu Lintas di Kota Makassar (Studi Putusan No. 
1200/Pid.B/2007/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat 
untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah eksistensi pidana materiil dan pidana formil terhadap 
pengemudi yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas 
menurut aturan hukum ? 
2. Bagaimanakah eksistensi putusan hakim terhadap pengemudi angkutan 
yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri 
Makassar ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini,  
penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai 
tujuan: 
1. Untuk mengetahui eksistensi pidana materiil dan pidana formil 
terhadap pengemudi yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan 
lalu lintas menurut aturan hukum. 
2. Untuk mengetahui eksistensi putusan hakim terhadap pengemudi 
angkutan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Pengadilan 
Negeri Makassar. 
Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan 
mempunyai manfaat atau kegunaan : 
1. Bagi kalangan akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu 
hukum khususnya hukum pidana. Disamping itu dapat memberikan 
informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana. 
Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi 
dan gambaran mengenai eksistensi dari putusan hakim terhadap 
pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 
2. Bagi penulis 
Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah 
kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang 
didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang 
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terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan 
pengetahuan dan gambaran mengenai eksistensi dari putusan hakim 
terhadap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap 
variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah tekhnis yang terkandung dalam 
judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini 
sebagai variabel: 
Eksistensi adalah hal berada atau keberadaan, dimana keberadaan yang di 
maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya sesuatu.3 
Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis 
dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari 
pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).4 
Pengemudi  adalah orang yang memegang kemudi, atau orang yang 
menjalankan mobil.5 Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Pengemudi adalah orang yang 
                                                          
3 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  (Jakarta: Pustaka Amani), h. 55. 
4 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 
h. 175. 
5 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  (Jakarta: Pustaka Amani), h. 177. 
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mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin 
Mengemudi.6 
Angkutan Kota adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat 
ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.7 
Kecelakaan adalah kejadian malapetaka atau musibah.8 Selanjutnya 
kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak 
disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.9 
Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.10Selain itu 
adapula pengertian Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu 
Lintas Jalan.11 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis hanya terbatas pada lingkup Pengadilan 
Negeri Makassar sebagai sasaran utama untuk memperoleh data dan informasi 
penting terkait rumusan masalah yang telah penulis siapkan. Sesuai judul yang 
telah ada maka fokus utama penulis adalah Eksistensi Putusan Hakim terhadap 
                                                          
6 Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas Angkutan 
Jalan, Op. cit., h. 5. 
7 Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang LaLu Lintas 
(Yogyakarta: Pustaka Timur, 2009), h. 3. 
8 Muhammad Ali, Op. cit., h. 59. 
9 Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas Angkutan 
Jalan, Op. cit., h. 5. 
10 Ibid., h. 2. 
11 Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas 
Angkutan Jalan, Op. cit., h. 2. 
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Pengemudi Angkutan dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar (Studi 
Putusan No. 1200/Pid.B/2007/PN.Mks). 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 
ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan 
untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi. 
Skripsi ini terdiri dari sub-sub bab yang diuraikan secara terperinci dan 
disusun secara hierarki. Sehingga yang satu dengan yang lainnya saling 
berhubungan erat, serta uraian terdahulu dijabarkan uraian selanjutnya demikian 
seterusnya sehingga merupakan satu rangkaian yang tidak terputus-putus sampai 
kepada penyelesaian akhir. Lebih jelasnya sistematika penulisan sub-sub bab 
sebagai berikut :  
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diterangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, definisi operasional dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diterangkan uraian-uraian teoritis mengenai: kajian umum 
tentang tindak pidana dengan bagian-bagian pengertian tindak pidana, 
macam-macam tindak pidana, jenis-jenis hukuman, kajian umum tentang 
lalu lintas dengan bagian-bagian pengertian lalu lintas, pengertian 
angkutan kota, faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas, pengaturan 
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dan pengawasan lalu lintas, hal-hal yang harus ditaati dalam 
mengemudikan kendaraan, putusan hakim dengan bagian-bagian 
pengertian dan macam-macam putusan. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini dibahas mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu 
penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, dan kerangka outline. 
BAB IV :  PEMBAHASAN 
Bab ini membahas mengenai eksistensi pidana materiil dan pidana formil 
terhadap pengemudi yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu 
lintas menurut aturan hukum, dan eksistensi putusan hakim terhadap 
pengemudi angkutan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di 
Pengadilan Negeri Makassar. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini merupakan rangkaian akhir dari skripsi ini, dimana isinya 
merupakan rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan penelitian, 
dimulai dari bab satu sampai dengan bab lima, dan berisi saran-saran. 
Sebagai tambahan dicantumkan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran 
sebagai pelengkap dari skripsi ini.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
Pada sub bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian tindak 
pidana, macam-macam tindak pidana, dan jenis hukuman. Pembahasan mengenai 
pengertian tindak pidana, macam-macam tindak pidana, dan jenis hukuman 
diperlukan untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai pertanggungjawaban 
pidana bagi pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana. 
a. Pengertian Tindak Pidana (Peristiwa Hukum) 
Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur 
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan 
peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana 
(hukuman).  
Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari segi, yaitu segi subjektif dan 
segi objektif :1 
1) Dari segi objektif, berkaitan dengan tindakan, tindak pidana adalah 
perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku akibat perbuatan itu 
dilarang dan diancam dengan hukuman. 
2) Dari segi subjektif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan 
seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang 
                                                          
1 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 
2004), h. 60. 
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mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari 
niat atau kehendak si pelaku. Akibat dari perbuatan itu telah diketahui 
bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. 
Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:2 
1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang. 
2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-
undang, pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi, perbuatan 
itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar 
ketentuan hukum. 
4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum 
yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya. 
b. Macam-macam Tindak Pidana 
Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 
menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan 
diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, 
yaitu sebagai berikut:3 
                                                          
2 Ibid., h. 61. 
3 Ibid., h. 63. 
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1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah 
dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang 
dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. 
Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 
362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud 
hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 
2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang 
dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. 
Contoh: pembunuhan, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai 
delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan 
seseorang. 
3) Perbuatan pidana (delik) Dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan sengaja. 
Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP) 
4) Perbuatan pidana (delik) Culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak 
sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. 
Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan. 
5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan 
orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. 
Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai 
Penghinaan. 
6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada 
keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Contoh: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah. 
c. Jenis-jenis Hukuman 
Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP 
menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sebagaimana Pasal 
10 ,yaitu: 
Pidana terdiri atas: 
1) Pidana Pokok 
a) Pidana Mati; 
b) Pidana Penjara; 
c) Pidana Kurungan; 
d) Pidana Denda; 
e) Pidana Tutupan. 
2) Pidana Tambahan 
a) Pencabutan hak-hak tertentu; 
b) Perampasan barang-barang tertentu; 
c) Pengumuman putusan hakim. 
Hukuman pokok adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman 
kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan adalah pencabutan 
hak-hak tertentu, perampasan/penyitaan barang-barang tertentu dan pengumuman 
putusan hakim. 4 
Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan adalah 
hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada 
                                                          
4 Ibid., h. 65. 
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terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan 
tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada 
hukuman pokok. 
2. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas 
a. Pengertian Lalu Lintas 
Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan 
di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.5 
Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain 
dengan menggunakan kendaraan.6 Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat 
dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan 
pelengkapnya yang diperuntukan lalu lintas. 
Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari 
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.7 Mobil penumpang adalah 
setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk 
tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi. Jalur adalah bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas 
kendaraan. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka 
                                                          
5 Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang LaLu Lintas 
(Yogyakarta: Pustaka Timur, 2009), h. 3. 
6 Ibid. 
7 Ibid., h. 4. 
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jalan, yang memiliki lebar cukup satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain 
sepeda motor. 8 
Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang 
maupun tidak sebidang. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 
untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya. Parkir adalah 
keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semestara Pemakai 
Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki hak utama adalah hak 
untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan.9 
b. Pengertian Angkutan Kota 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri 
atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana 
lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta 
pengelolaannya yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU 
lalu lintas dan angkutan jalan khusunya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu 
sendiri terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu 
sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu 
kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan 
yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari system transportasi 
nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan 
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan 
                                                          
8 http://arpandibidar.blogspot.com/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html, disadur 17 
September. 
9 Ibid. 
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Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan 
wilayah. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan Pasal 1 
menyebutkan:10 
1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 
atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna 
jalan, serta pengelolaannya. 
2) Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 
3) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 
4) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul 
dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
5) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, 
Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna 
Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 
6) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 
7) Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas 
rel. 
                                                          
10 Republik Indonesia, Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas 
Angkutan Jalan (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 2-5. 
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8) Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh 
tenaga manusia dan/atau hewan. 
9) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan 
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 
10) Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak 
pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas 
pendukung. 
11) Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada 
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 
tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan 
kabel. 
12) Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di 
atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk 
garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang 
berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah 
kepentingan Lalu Lintas. 
13) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotordi Jalan 
yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 
14) Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga 
dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna 
Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta 
benda. 
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15) Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 
terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan 
perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. 
Pasal ini terdiri dari 40 ayat, yang mana bagian lainnya bisa dilihat di 
dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan lalu lintas ini makin lama 
makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan 
masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu 
lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, 
kendaraan dan jaringan jalan.  
Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan unsur utama 
pelaku lalu lintas, dalam penampilannya dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari 
masing-masing diri pribadi, terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik 
dari lingkungan sekitarnya. Kendaraan sebagai alat angkut mempunyai 
bentuk,ukuran dan kemampuan yang bermacam-macam sesuai kebutuhan. 
Jaringan jalan sebagai tempat penampungan lalu lintas mempunyai fungsi dan 
kondisi yang berbeda-beda mulai dari lebar lajur, jumlah lajur, daya dukung dan 
lain-lain. Agar lalu lintas dapat berjalan dengan lancar, teratur, tertib dan selamat, 
maka perlu diatur dan ditata dengan perangkat peraturan yang cocok dan 
dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya.11 
 
 
                                                          
11 Hasan Basri, Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas (Jakarta: Badan Penelitian Dan 
Pengembangan Perhubungan, Warta Penelitian, 1993), h. 12. 
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c. Faktor-faktor terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 
Kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang menakutkan bagi para pengguna 
jalan. Jika tidak berhati-hati, ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. 
Berbagai upaya "mandiri" pun dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi 
pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi para 
pengendara mobil. Namun, berbagai pelindung tersebut juga nyatanya tetap harus 
didukung oleh kewaspadaan yang tinggi dan pengetahuan tentang faktor-faktor 
penyebab kecelakaan itu sendiri. 
Adapun hal-hal yang mungkin bisa penyebab terjadinya kecelakaan lalu 
lintas yaitu:  
1. Keadaan udara dan cuaca;  
2. Keadaan jalan; 
3. Pengemudi; 
4. Orang berjalan kaki; 
5. Penumpang; 
6. Keadaan kendaraan; 
7. Jalan trem atau kereta api; 
8. Benda-benda lain yang merintangi lalu lintas; 
9. Kereta hewan; 
10. Bermacam-macam sebab lainnya.12 
 
                                                          
12 http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q, disadur 15 September 2012. 
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Kecelakaan lalu lintas juga dipengaruhi  tiga faktor utama. Tiga faktor 
utama tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor pertama adalah 
manusia sendiri. Faktor kedua adalah faktor kendaraan, dan faktor terakhir adalah 
faktor jalan. 
Kecelakaan lalu lintas bisa saja terjadi akibat kombinasi ketiga faktor 
penyebab utama kecelakaan tersebut. Contoh dari faktor yang disebabkan oleh 
manusia dan kendaraan adalah laju kendaraan bermotor yang melebihi batas 
kecepatan yang ditetapkan yang kemudian diikuti dengan peristiwa ban pecah 
yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. 
Kendaraan yang melaju di atas kecepatan rata-rata atau melebihi batas 
normal yang ditetapkan peraturan berlalu lintas merupakan faktor dari kecelakaan 
yang disebabkan oleh kelalaian manusia dalam memacu kendaraannya. Sementara 
itu, peristiwa meletusnya ban merupakan faktor yang dibawa kendaraan. Pecahnya 
ban bisa diakibatkan kondisi ban yang sudah gundul maupun tekanan angin dalam 
ban yang kurang. Lagi-lagi ini juga disebabkan karena faktor kelalaian manusia. 
Selain tiga faktor utama, yaitu manusia, kendaraan, dan faktor jalan, ada 
juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan. Faktor-faktor yang berada di 
luar tiga faktor utama tersebut antara lain faktor lingkungan dan cuaca yang juga 
bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. 
Beberapa faktor tersebut seolah "bekerjasama" sebagai penyebab 
terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri 
terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya. Buktinya, banyak 
pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm, atau pengendara 
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mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman. Untuk lebih jelasnya 
diuraikan penyebab kecelakaan lalu lintas di bawah ini:13 
1) Faktor Manusia 
Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah 
peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali 
dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu 
lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak 
adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat 
ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara. 
Lebih parahnya lagi, jika para pengendara pura-pura tidak tahu tentang 
peraturan berkendara dan berlalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna 
jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain 
dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-
ugalan dalam mengendarai kendaraan. 
Tidak sedikit jumlah kecelakaan  yang terjadi di jalan raya diakibatkan 
kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk bahkan mabuk sehingga mudah 
terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Hal-hal konyol seperti sebenarnya 
sangat bisa diantisipasi. 
Seperti ketika Anda mengantuk, membiarkan diri atau lebih tepatnya 
memaksakan diri untuk tetap melajukan kendaraan saat mata benar-benar "berat" 
adalah "jalan" termudah untuk merasakan bagaimana "nikmatnya" kecelakaan. 
Penanggulangan faktor mengantuk ini sangat mudah, menepilah, lalu tidur, 
                                                          
13 www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm, di sadur 17 September. 
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sekalipun dikejar tenggat waktu, karena terlambat akan jauh lebih baik daripada 
mati konyol. 
2) Faktor Kendaraan 
Kecelakaan lalu lintas pun tak lepas dari faktor kendaraan. Faktor 
kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain pecah 
ban, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya (rem blong), peralatan yang 
sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor 
kendaraan yang berimplikasi terhadap kecelakaan sangat berhubungan dengan 
teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. 
Untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan faktor kendaraan, 
kendaraan membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala. Di samping itu, 
pemiliki kendaraan harus melakukan pengujian kendaraan bermotor secara 
reguler. Lagi-lagi manusia ada di belakang ini semua. 
Seandainya, Anda mau lebih teliti, menyempatkan waktu untuk memeriksa 
semua perlengkapan kendaraan sebelum berpergian, kecelakaan lalu lintas akibat 
faktor yang satu ini sangat mungkin diminimalisir. Ketika musik mudik tiba, 
banyak pemudik yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya seperti 
motor. Hal ini mereka lakukan tentu saja untuk mengurangi tingkat kecelakaan di 
jalan raya.  
3) Faktor Jalan 
Kecelakaan lalu lintas pun bisa dipengaruhi oleh faktor jalan. Faktor jalan 
sebagai sarana berlalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar 
pengaman di daerah pegunungan, pagar pembatas di jalan raya, jarak pandang, 
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dan pencahayaan ruas jalan. Jalan yang rusak atau bahkan berlubang sangat 
membahayakan para pemakai jalan, khususnya pemakai kendaraan roda dua alias 
sepeda motor. 
Faktor ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak terkait seperti 
Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dinas Jasa Marga. Jika tidak, ada 
baiknya kita yang mengalah. Meningkatkan kewaspadaan selama mengendaraai 
kendaraan adalah hal yang bisa dilakukan.  
4) Faktor Cuaca 
Faktor cuaca hujan pun bisa mempengaruhi kinerja kendaraan, misalnya 
jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang 
berkurang. Itu semua menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang 
selanjutnya. 
Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di 
daerah pegunungan. Jika sudah demikian, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali 
kembali meningkatkan kewaspadaan. Nyalakan lampu dan perlahan laju 
kendaraan adalah dua hal yang bisa diandalkan. 
Oleh karena itu, dari keempat faktor penyebab terjadi kecelakaan yang 
terjadi semuanya tergantung pada kesigapan dari manusianya. Jika ia berusah 
untuk lebih hati-hati dan selalu mengontrol kenderaaanya, kecelakaan akan sangat 
kecil terjadi. Jika pun terjadi kecelakaan, tentunya bukan berasal dari dirinya, tapi 
dari orang lain. 
Selain itu, pentingnya ada kerjasama pengemudi, pemerintah dan 
kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi waspada 
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dalam mengemudikan kenderaannya, pemerintah mau memperbaiki jalan-jalan 
yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kenderaan dan pihak kepolisian untuk 
selalu siaga di area yang sering terjadi kecelakaan. 
Tanpa adanya kerjasama yang nyata, maka kecelakaan yang terjadi sangat 
sulit diminimalisir. Menghilangkan kecelakaan secara total tentulah mustahil, 
yang bisa hanyalah meminimalisir terjadinya kecelakaan. Tak ada jalan yang tepat 
dilakukan kecuali pengemudi mematuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas. Jika 
sayang dengan nyawa dan keluarga, waspadalah dalam mengemudi. Jauhi 
keinginan untuk kebut-kebutan. 
d. Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas 
Pengaturan dan pengawasan lalu lintas adalah bagian dari manajemen lalu 
lintas/traffic management dengan maksud untu kmengatur dan mengawasi atas 
gerakan kendaraan dan orang pada jaringan jalan, dengan menggunakan 
seperangkat peraturan dan perlengkapan penunjangnya serta peraalatan bantu, 
seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu, marka jalan dan lain-lain.  
Sasaran atau tujuan dari pengaturan dan pengawasan inia dalah untuk 
meningkatkan keselamatan, kelancaran pergerakan/mobilitas orang dan barang, 
efisiensi penggunaan ruang dan menciptakan kondisi lingkungan yang baik serta 
penghematan penggunaan energi.14 
Jadi pengaturan dan pengawasan lalu lintas bukan dimaksudkan untuk 
memaksakan suatu pembatasan berlalu lintas dijalan raya, tetapi justru untuk 
                                                          
14 Ibid. 
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memperbaiki dan menjamin, sejauh mungkin agar arus lalu lintas di jalan dapat 
berjalan dengan lancar, teratur, tertib dan aman/selamat. 
e. Hal-hal yang Harus Ditaati dalam Mengemudikan Kendaraan 
1) Kelayakan penggunaan kendaraan 
UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
khususnya di Pasal 58 menyebutkan bahwa kendaraan hanya boleh dioprasikan 
dalam keadaan baik dan aman bagi pengemudinya dan bagi pihak lainnya.15 
Sedangkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat 
1 berbunyi: Jika ada kendaraan yang dinilai perlu diadakan pengujian, pemerintah 
dalam hal ini dinas terkait berhak memanggil pemiliknya untuk dilakukan 
pengujian. 
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat 3 berbunyi: 
Kendaraan bermotor roda empat atau lebih harus dilengkapi dengan sabuk 
pengaman dan khusus bagi kendaraan terbuka harus ada helm dan rompi pemantul 
cahaya. 
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat (1, 2 dan 3) 
berbunyi: Pengemudi harus memeriksa kendaraan dan muatannya atas kelayakan 
jalan sesuai aturan yang berlaku, termasuk harus memperhatikan semua 
kelengkapan kendaraan yang harus dibawa seperti surat izin mengemudi, surat 
tanda nomor kendaraan, dongkrak, pembuka roda dan kunci-kunci lainnya, 
                                                          
15 Hidayat Tapran, Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas, (Surabaya: PT Jepe Media Utama, 
2010), h. 144. 
27 
 
 
 
segitiga pengaman, roda cadangan dan peralatan Pertolongan Pertama Pada 
Kecelakaan (P3K). 
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 berbunyi: 
Pengemudi dan terutama pemilik kendaraan bertanggungjawab atas keselamatan 
dalam pengoperasian dan perawatan atas kendaraannya. Apabila ada kelalaian 
pada kendaraannya hendaknya segera diperbaiki, memperbaiki dijalan umum 
dilarang kecuali mengganti roda. Lampu rem dan lampu petunjuk arah harus 
kelihatan dengan jelas demikian pula warnanya harus sesuai dengan semestinya 
yaitu: 
a) Lampu rem warna merah; 
b) Lampu petunjuk arah/ sein warna kuning kemerahan. 
Jika ada lampu yang tidak berfungsi atau tidak nyala, harus segera 
diperbaiki atau diganti, demi kelancaraan dan keselamatan untuk berkendara. 
2) Kelengkapan yang harus diperhatikan dalam berkendara 
Rem yang diinjak untuk ke empat roda, sedangkan rem tangan hanya 
bekerja untuk dua roda belakang saja. Rem bekerja dengan sistem mekanik dan 
dengan sistem hydraulik. Sistem mekanik bekerja secara manual dimana 
walaupun mesinnya tidak dihidupkan remnya bekerja, kekuatannya sesuai dengan 
dorongan kaki, sedangkan sistem hydraulik ada yang bekerja secara manual dan 
ada yang dengan tenaga dari mesin yang disebut power brake, dimana rem akan 
bekerja bila mesinnya dalam keadaan hidup, pengendara harus memeriksa 
tersediannya oli rem secara berkala. 
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Rem tangan bekerja menggunakan bekerja menggunakan sistem mekanik 
dengan kawat, pada panel instrumen ada lampu indikator rem tangan bila rem 
tangan belum dilepas lampu indikatornya akan menyala merah. Secara periodik 
tekanan ban harus diperiksa minimal dua bulan sekali dan sebaiknya ban roda 
cadangan setiap empat bulan sekali dirotasi. Kelakson dari waktu ke waktu harus 
diperiksa, penggunaan kelakson dengan bunyi lain seperti sirine, atau bunyi 
lainnya dilarang. 
Wiper atau pembersih kaca pelindung depan, bila daya pembersihnya 
sudah kurang, karet wipernya sebaiknya diganti dan jangan lupa memeriksa air 
pembersihnya. Kaca spion untuk belakang, untuk samping kiri dan samping kanan 
harus selalu pada posisi yang baik dan bersih sehingga pandangannya jelas. 
Sedangkan plat tanda nomor adalah identitas kendaraan, dilarang memasang 
variasi yang menyerupai pelat nomor kendaraan, pelat nomor kendaraan harus 
terpasang pada tempatnya, harus bersih, utuh tidak bengkok, harus jelas dan harus 
ada lampu penerangannya untuk malam hari sehingga mudah dibaca. 
3) Lampu Kendaraan 
Semua lampu pada kendaraan warnanya sudah diatur sesuai standard tidak 
boleh diganti warna lain. Lampu utama depan dekat warna putih atau warna 
kining muda, harus bisa menerangi sejauh kurang lebih 50 meter ke depan bagian 
kiri bisa agak dilebihkan. Sedangkan lampu utama depan jauh warna putih atau 
warna kuning muda, harus bisa menerangi kurang lebih sejauh 100 meter 
kedepan. 
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4) Menjaga kenyamanan dan mencegah kebisingan 
Pengemudi kendaraan harus selalu menjaga kenyamanan bagi pihak lain 
terutama di daerah yang memerlukan ketenangan seperti daerah pemukiman, di 
lingkungan rumah sakit dan di lingkungan pendidikan, dengan mencegah 
pencemaran udara dan kebisingan. Apabila melewati jalan yang berkerikil, 
berdebu atau jalan yang berair, pengemudi harus menjalankan kendaraannya 
dengan pelan. Sedangkan kendaraan yang mengalami kerusakan pada mesin 
ataupun kenalpotnya sehingga menimbulkan asap yang berlebihan dan atau 
menimbulkan kebisingan dilarang dijalankan. 
5) Kewajiban Pemilik Kendaraan 
Setiap kendaraan harus terdaftar dan mendapatkan surat kepemilikan 
kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan lengkap dengan pelat tanda nomor 
kendaraan yang harus dipasang pada setiap kendaraannya. Untuk pemilik 
kendaraan pribadi, pemilik kendaraan yang dipakai untuk angkutan umum baik 
angkutan penumpang maupun angkutan barang, wajib memeriksa kondisi 
kendaraannya kepada dinas terkait setiap enam bulan sekali dan harus 
mendapatkan tanda kelayakan jalan yang harus dipasang pada pelat tanda nomor 
kendaraan yang masih berlaku. Pemilik kendaraan perorangan wajib maupun 
perusahaan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi atas penggunaan 
kendaraannya. 
6) Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) 
Kendaraan bermotor dan trailer yang dipakai di jalan umum harus 
dilengkapi pelat nomor kendaran dan surat tanda nomor kendaraan. 
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Mengemudikan kendaraan bermotor harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). 
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan SIM harus selalu dibawa dan apabila 
ada pemeriksaan dari pihak berwajib harus diperlihatkan. Wilayah dimana 
kendaraan berlokasi wajib dan bertanggung jawab atas penerbitan surat 
kepemilikan dan surat tanda nomor kendaraan dari kendaraan yang dimaksud. 
Demikian pula kepada para pengemudi yang menjadi warganya wajib dan 
bertanggung jawab atas penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). 
3. Putusan Hakim 
a. Pengertian dan Macam-macam Putusan 
Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam 
yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim 
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang 
terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan 
(kontentius).16 Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk 
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai 
hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).17 Sedangkan akta 
perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah 
antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai 
putusan.18 
                                                          
16 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 
1999), h. 175. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut 
pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan 
hakim adalah sebagai berikut :19 
1) Putusan Akhir 
a) adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik 
telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum 
menempuh semua tahapan pemeriksaan 
b) Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap 
pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu : 
• putusan gugur 
• putusan verstek yang tidak diajukan verzet 
• putusan tidak menerima 
• putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang 
memeriksa 
c) Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-
undang menentukan lain 
2) Putusan Sela 
a) adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan 
perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan 
b) putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetaoi akan berpengaruh 
terhadap arah dan jalannya pemeriksaan 
                                                          
19 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009), h. 50. 
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c) putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara 
terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja 
d) Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum 
serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turt 
bersidang 
e) Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri 
sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir 
f) Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat 
merubahnya sesuai dengan keyakinannya 
g) Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama 
dengan putusan akhir. 
h) Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sh 
dari putusan itu dengan biaya sendiri 
Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat 
putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:20 
1) Putusan gugur 
a) adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur 
karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah 
dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan 
b) putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya 
sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan 
c) putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat: 
                                                          
20 Ibid., h. 51. 
33 
 
 
 
• penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir 
dalam sidang hari itu 
• penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, 
dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak 
hadirannya itu karena suatu halangan yang sah 
• Tergugat/termohon hadir dalam sidang 
• Tergugat/termohon mohon keputusan 
d) dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir 
semua, maka dapat pula diputus gugur 
e) dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya 
perkara 
f) tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara 
baru lagi 
2) Putusan Verstek 
a) adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah 
hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir 
dan mohon putusan 
b) Verstek artinya tergugat tidak hadir 
c) Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau 
sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan 
jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum 
hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut 
d) Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat : 
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• Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang 
hari itu 
• Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula 
mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu 
karena suatu halangan yang sah 
• Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai 
kewenangan 
• Penggugat hadir dalam sidang 
• Penggugat mohon keputusan 
e) dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka 
dapat pula diputus verstek. 
f) Putusan verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan 
belummenilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat 
g) Apabila gugatan itu beralasam dan tidak melawan hak maka putusan 
verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai 
dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan 
tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian 
h) Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka 
putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat 
dengan verstek 
i) Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan 
perlawanan (verzet) 
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j) Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan 
hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding 
k) Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding 
l) Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh 
mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding 
m) Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan 
dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup 
sebelum menjatuhkan putusan verstek 
n) Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi 
mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya 
o) Perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat 
p) Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim 
berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim 
akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat 
q) Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam 
putusan akhir akan menguatkan verstek 
r) Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding 
s) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan 
banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap 
3) Putusan kontradiktoir 
a) adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam 
sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak 
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b) dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik 
penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang 
c) terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding 
Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi 
sebagai berikut:21 
1) Putusan tidak menerima 
a) yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan 
penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan 
penggugat/pemohonan pemohon tidak diterima karena 
gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara 
formail maupun materiil 
b) Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim 
selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat 
diterima atau tidak menerima gugatan penggugat 
c) Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat 
memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak 
memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan 
alasan eksepsi 
d) Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, 
kecuali dalam hal verstekyang gugatannya ternyata tidak beralasan dan 
atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban 
                                                          
21 Ibid., h. 53. 
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e) Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) 
melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat 
gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat 
diperiksa. 
f) Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir 
g) Terhadap putusan ini, tergugat dapat mengajukan banding atau 
mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat 
h) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang 
mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir 
2) Putusan menolak gugatan penggugat 
a) yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap 
pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti 
b) Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus 
terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, 
agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili 
3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan 
menolak/tidak menerima selebihnya 
a) Putusan ini merupakan putusan akhir 
b) Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak 
terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga  : 
• Dalil gugat yang terbukti maka tuntutannya dikabulkan 
• Dalil gugat yang tidak terbukti makan tuntutannya ditolak 
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• Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak 
diterima 
4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya 
a) putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan 
seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti 
b) Untuk mengabulka suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu 
petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara 
dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat yang dapat 
dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin 
dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti 
c) Prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil gugat 
Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang 
ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut :22 
1) Putusan Diklatoir 
a) yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai 
keadaan yang resmi menurut hukum 
b) semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam 
bentuk penetapan atau besciking 
c) putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan 
d) putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi 
                                                          
22 Ibid., h. 54. 
39 
 
 
 
e) putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, 
melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap 
keadaan yang telah ada 
2) Putusan Konstitutif 
a) Yaitu suatu pitusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum 
baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. 
b) Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang 
atau hubungan keperdataan satu sama lain 
c) Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi 
d) Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan 
e) Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai 
kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsug dengan pokok perkara, 
misalnya memutuskan perkawinan, dan sebagainya 
f) Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh 
kekuatan huum tetap 
3) Putusan Kondemnatoir 
a) Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk 
melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, 
untuk memenuhi prestasi 
b) Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius 
c) Putusan kondemnatoir sekaku berbunyi “menghukum” dan 
memerlukan eksekusi 
40 
 
 
 
d) Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan 
suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan 
dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya 
e) Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
kecuali dalam hal vitvoer baar bijvoorraad, yaitu putusan yang 
dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan 
serta merta) 
f) Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk: 
• menyerahkan suatu barang 
• membayar sejumlah uang 
• melakukan suatu perbuatan tertentu 
• menghentikan suatu perbuatan/keadaan 
• mengosongkan tanah/rumah 
b. Pelaksanaan Putusan 
Di dalam dunia peradilan, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan yang 
dikenal yaitu:23 
1) putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah 
uang 
2) putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu 
perbuatan 
3) putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu 
benda tetap 
                                                          
23 Ibid., h. 67. 
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4) eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang 
Selanjutnya didalam mengeksekusi putusan pengadilan, ada beberapa 
syarat yang harus diperhatikan antara lain:24 
1) Putusan telah berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal: 
a) pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan  
lebih dahulu 
b) pelaksanaan putusan provinsi 
c) pelaksanaan akta perdamaian 
d) pelaksanaan Grose Akta 
2) Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara suka rela meskipun ia 
telah diberi peringatan (aan maning) oleh ketua pengadilan agama 
3) Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir, sehingga dalam putusan 
diklaratoir dan konstitutif tidak diperlukan eksekusi 
4) Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan 
Agama 
Sedangkan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan 
tingkat pertama, PTA tidak berwenang melaksanakaan eksekusi. Sedangkan tata 
cara sita eksekusi sebagai berikut :25 
1) Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan 
2) Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Agama, surat perintah 
dikeluarkan apabila: 
                                                          
24 Ibid. 
25 Ibid., h. 68. 
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a) tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang 
sah 
b) tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama 
masa peringatan 
3) Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita 
4) Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi : 
a) Keharusan adanya dua saksi merupakan syarat sah sita eksekusi 
b) Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai 
saksi sita eksekusi 
c) Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam 
berita acara sita eksekusi 
d) Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat : 
• telah berumur 21 tahun 
• berstatus penduduk Indonesia 
• memiliki sifat jujur 
5) Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi 
6) Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat : 
a) nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua saksi 
b) merinci secara lengap semua pekerjaan yang dilakuan 
c) berita acara ditanda tangani pejabat pelaksana dan kedua saksi 
d) pihak tersita dan jga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, 
untuk ikut menanda tangani berita acara sita 
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e) Isi berita acara sita harus diberi tahukan kepada pihak tersita, yaitu 
segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eks penyitaan tersebut, 
atau jika tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera 
diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya 
7) Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut : 
a) Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan 
tersta 
b) Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat 
dilakukan penjualan lelang 
c) Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana 
barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke 
tempat lain 
d) Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara 
sita 
e) Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh 
dipergunakan dan dinikmati oleh tersita 
8) Ketidak hadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi. 
c. Tugas Pokok Hakim 
Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili 
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat 1 UU 
No. 14 Tahun 1970).26 Hakim menerima perkara, jadi dalam hal sikapnya adalah 
pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari 
                                                          
26 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman  (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2009), h. 3. 
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atau mengejar perkara (two kein Klager ist, ist kein Richter; nemo judex sine 
actori).27 Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta 
mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhakan nanti 
memungkinkan timbulnya perkara baru. 
Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi 
juga menyelesaikannya sampai pada pelaksanaannya. Tampaklah disini peranan 
hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan yang cepat. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa 
dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 
ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970).28 
Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas sebagi penegak 
hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat 1 UU/ 14/1970). 29Kalau 
diajukan kepadanya suatu perkara, hakim haruslah pertama-pertama 
mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu. 
Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah 
terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Setelah hakim berhasil 
mengkonstatir peristiwanya, tindakan yang harus dilakukannya kemudian ialah 
mengkualifisir peristiwanya itu. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang 
                                                          
27 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan (Bogor: PT.Karya Nusantara, 1989), h. 56. 
28 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman, Op. cit., h. 6. 
29 Ibid., h. 12. 
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telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang 
mana, dengan perkataan lain: menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah 
dikonstatir. 
Jadi, mengkualifisir pada umumnya berari menemukan hukumnya dengan 
jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa, suatu kegiatan yang pada 
umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak 
sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Lebih-lebih 
kalau peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak pula jelas. Maka dalam hal ini 
hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya, melainkan menciptakannya 
sendiri. 
Mengkualifisir peristiwa mengandung unsur kreatif seperti yang telah 
dikemukakan di atas dan ini sekaligus berarti juga melengkapi undang-undang. 
Maka oleh karena itu daya cipta hakim besar sekali peranannya. Ia harus berani 
menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistim 
perundang-undangan dan yang memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat 
atau zaman. Dalam tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir 
peristiwa, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. 
Kalau dibandingkan kedudukan atau posisi hakim dengan pengacara dan 
jaksa, maka hakim mempunyai kedudukan yang obyektif, karena ia fungsionaris 
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, tetepi penilaiannya pun 
adalah obyektif pula karena ia harus berdiri di atas kedua belah pihak dasn tidak 
bole memihak, sedangkan pengacara kedudukannya adalah subyektif karena ia 
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ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili di persidangan dan pernilaiannya 
pun juga subyektif karena ia harus membela kepentingan yang diwakilinya. 
Seorang jaksa kedudukannya adalah obyektif karena ia ditunjuk sebagai 
fungsionaris untuk mengajukan tuduhan dan tuntutan tetpi penilaiannya adalah 
subyektif karena ia didalam hal ini mewakili negara dalam memelihara ketertiban 
umum. 
d. Jalannya Persidangan 
Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang 
didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidsang terbuka 
untuk umum. Sifat terbuka untuk untuk umum ini merupakan syarat mutlak (ayat 
1 dan 2 UU No. 14 Tahun 1970).30 Tehadap terbukanya sidang untuk umum ada 
pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan 
alasan-alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas 
perintahnya (Pasal 27 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970. 29 RO).31 
Dalam hal ini maka pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup. 
Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. 
Kalau salah satu pihak saja yang hadir, maka tidak boleh dimulai dengan 
pemeriksaan perkara, tetapi sidang harus ditunda. Kedua belah pihak harus 
didengar bersama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Selanjutnya hakim 
                                                          
30 Ibid., h. 6. 
31 Ibid., h. 12. 
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harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 130 HIR, 154 
Rbg).32 
Apabila mereka berhasil didamaikan, maka jatuhkanlah putusan 
perdamaian (acte van vergelijk), yang menghukum kedua belah pihak untuk 
memenuhi isi perdamaian yang telah dicapai. Jika kedua belah pihak tidak 
berhasil didamaikan, hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian 
dimulailah dengan pembacaan surat gugat (Pasal 131 ayat 1 HIR, Pasal 155 ayat 1 
Rbg).33 
Atas gugatan penggugat tergugat diberi kesempatan untuk memberi 
jawabannya dimuka pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan. Pada 
prinsipnya pengunduran sidang hanya dibolehkan apabila ada alasan yang sangat 
mendesak. Penundaan sidang atas permintaan para pihak sering merupakan salah 
satu taktik untuk mengulur-ulur waktu. Justru inilah yang hendak dicegah oleh 
Pasal 159 ayat 4 HIR (Pasal 186 ayat 4 Rbg). Kalau dari jawab-menjawab antara 
penggugat dan tergugat telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka 
jawab-menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim dan 
dimulailah dengan pembuktian. 
 
 
 
                                                          
32 R. Soeroso, Op. cit., h. 72 dan 153. 
33 Ibid., h. 73 dan 153. 
48 
 
 
 
Penjelasan lebih detail dari uraian yang telah dikemukan diatas yang harus 
dilakukan para hakim terkait dengan tugas pokok:34 
1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara 
(melaksanakan persidangan) (Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970). 
Hakim dengan memperhatikan: 
a) Mengkonstatir atau membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang 
diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang 
sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam “duduk 
perkaranya” serta Berita Acara Persidangan (BAP). 
Konstatir itu sendiri adalah :  
• Memeriksa identitas para pihak. 
• Memeriksa kuasa hukum para pihak jika ada. 
• Mendamaikan para pihak (mediasi). 
• Memeriksa syarat-syarat sebagai perkara. 
• Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak. 
• Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa. 
• Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian. 
• Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dari bukti-bukti pihak 
lawan. 
• Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak. 
• Menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku. 
                                                          
34 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman, Op. cit., h. 3-14. 
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b) Mengkualifisir peristiwa/fakta yang terbukti, dengan menilai 
peristiwa itu ada hubungan hukum apa, menemukan hukumnya 
terhadap peristiwa yang telah dikonstatiring, selanjutnya 
dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan yang meliputi : 
• Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara. 
• Merumuskan pokok perkara. 
• Mempertimbangkan beban pembuktian. 
• Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta peristiwa atau fakta 
hukum. 
• Mempertimbangkan secara logis. Kronologis dan yuridis fakta-
fakta huku menurut hukum pembuktian. 
• Mempertimbangkan jawaban keberatan dan sangkalan-sangkalan 
serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian. 
• Menumukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang 
terbukti dengan petitum. 
• Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang 
tidak tertulis dengan data sumbernya. 
• Mempertimbangkan biaya perkara. 
c) Mengkonstituir, dengan menetapkan hukumnya yang kemudian 
menuangkan dalam amar putusan (diktum)/penetapan yang berisi: 
• Menetapkan hukumnya dalam amar petusan/penetapan. 
• Mengadili seluruh petitum. 
• Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali Ex Ofosio. 
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• Menetapkan biaya perkara. 
2) Yang harus dilakukan oleh Ketua Majelis adalah membimbing dan 
memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan 
Berita Acara Persidangan (BAP), juga bertugas: 
a) Menetapkan hari sidang 
b) Memerintahkan pemanggilan para pihak 
c) Mengatur mekanisme persidangan 
d) Mengambil prakarsa untuk kelancaran persidangan 
e) Mengakhiri sidang. 
3) Yang harus dilakukan oleh majelis adalah menyusun konsep 
putusan/penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil 
pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan 
dan berdasarkan BAP tersebut maka dikonsep putusan/penetapan yang 
memuat: 
a) Tentang duduk perkaranya, yang menggambarkan pelaksanaan tugas 
hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang 
diajukan; 
b) Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim 
dalam mengkonstatir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta 
menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut, disini merumuskan 
secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan 
didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan, langsung 
disebutkan; 
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c) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau 
penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti. 
4) Minutasi bekas perkara 
Minutasi (minutering) berkas-berkas perkara, merupakan suatu tindakan 
yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh 
pejabat PA sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi secara 
keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang menangani perkara 
tersebut. Minutasi meliputi surat-surat sebagai berikut: 
a) Surat gugatan permohonan 
b) Surat kuasa untuk membayar (SKUM) 
c) Penetapan Majelis Hakim (PMH) 
d) Penetapan Hari Sidang (PHS) 
e) Relaas Panggilan 
f) Berita Acara Persidangan (BAP) 
g) Bukti-bukti surat 
h) Penetapan-penetapan hakim 
i) Penetapan putusan akhir 
j) Surat-surat lain dalam berkas perkara. 
Proses minutasi sudah dapat dimulai setelah sidang pertama dan selesai 
paling lambat 1 bulan setelah perkara diputuskan. Pada saat sidang ikrar talak, 
berkas perkara tersebut harus sudah diminutasi. Tanggal minutasi dicatat dalam 
register induk pekara yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi setelah perkara 
diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi. 
52 
 
 
 
B. Kerangka Fikir 
Hakim mempunyai peranan yang sangat penting karena dianggap sebagai 
puncak dalam memutus suatu perkara dalam suatu proses peradilan yang 
dilakukan. Meskipun masih ada upaya yang bisa ditempuh bagi para pihak yang 
berperkara untuk upaya lain. 
Putusan hakim dipandang sebagai eksaminasi diperlukan agar hakim 
selalu bekerja secara berhati-hati, karena kali ini kontrol kebenaran penalaran 
yuridisnya tak hanya akan dikontrol secara intern sepanjang proses yudisial, 
melainkan juga ektern oleh khalayak ramai yang dalam kehidupan demokratik 
mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang urusan-urusan 
publik. 
Pada tahapnya pertama, kebenaran penalaran yuridis hakim itu baik 
berkenaan dengan kebenaran formilnya maupun yang berkenaan dengan 
kebenaran materiilnya memang boleh dibataskan sebagai urusan pihak-pihak yang 
tengah berperkara. Akan tetapi, pada tahap selanjutnya, mengingat setiap putusan 
hakim itu juga bisa dijadikan rujukan formal dalam dan untuk perkembangan 
hokum di suatu negeri, maka tak urung putusan hakim itu akan segera menjadi 
perhatian dan urusan publik. 
Oleh karena itu dibutuhkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk 
dijadikan rujukan dalam pengambilan putusan penjatuhan pidana terhadap 
seseorang. 
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C. Bagan Kerangka Fikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kecelakaan Lalu 
Lintas 
Ketentuan Hukum 
1. Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana 
2. Undang-undang No. 22 
Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas Angkutan 
Jalan 
Implementasi Hukum 
1. Sesuai Aturan 
2. Kurang Sesuai Aturan 
3. Tidak Sesuai Aturan 
Agar pelaksanaan putusan hakim terhadap pengemudi dalam 
kecelakaan lalu lintas  sesuai dengan yang seharusnya atau 
sesuai dengan aturan yang ada. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu 
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu 
apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau 
lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang 
utuh. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian kurang lebih 1 (satu) bulan. 
C. Populasi, Sampel dan Responden 
Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah 
Kota Makassar. 
Dalam penelitian ini, tidak seluruh populasi diteliti. Hal ini disebabkan 
karena keterbatasan waktu, tenaga maupun materi penulis. Oleh karena itu, 
diambil sebagian dari populasi yang ada sebagai wakil (sampel) yang akan diteliti 
dengan syarat bahwa sampel yang diambil tersebut dapat mewakili seluruh 
karakteristik populasinya. 
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakilinya. Sampel 
dalam penelitian ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di 
wilayah Pengadilan Negeri Makassar. 
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Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peneliti untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, respondennya adalah: 
beberapa hakim, panitera dan pegawai Pengadilan Negeri Makassar. 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan 
data sekunder, sebagai berikut : 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
melalui observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada 
informen yang terkait dengan penelitian ini. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
jurnal, dokumen-dokumen dan lain-lain yang erat kaitannya dengan 
objek penelitian ini. 
2. Sumber Data 
Data dalam penelitian ini diperoleh dari : 
a. Kantor Pengadilan Negeri Makassar; 
b. Literatur yang didapatkan dari perpustakaan atau milik pribadi, yang 
berkaitan erat dengan objek penelitian ini. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian 
ini sebagai berikut : 
1. Observasi dilakukan secara langsung pada Kantor Pengadilan Negeri 
Makassar, melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang 
berhubungan dengan masalah penelitian ini. 
2. Wawancara adalah melakukan wawancara secara langsung terhadap 
informen yaitu hakim, panitera dan pegawai-pegawai di Pengadilan Negeri 
Makassar yang menangani perkara-perkara kecelakaan lalu lintas di Kota 
Makassar, serta para pihak yang terlibat dalam penanganan masalah 
kecelakaan lalu lintas sebagaimana masalah penelitian dimaksud. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu 
dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa 
secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. 
Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif analisis. 
Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan 
penginterprestasian secara logis sistematis menunjukan cara berpikir deduktif-
induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. 
Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu 
dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan 
yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar 
Gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Makassar, penulis dapatkan 
berdasarkan petunjuk dari salah satu Panitera Muda hukum di Pengadilan Negeri 
Makassar yaitu Mustari, yang menyarankan kepada penulis untuk membuka web 
Pengadilan Negeri Makassar, dan hasilnya yaitu seperti yang dipaparkan oleh 
penulis di bawah ini: 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar 
Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak tahun 1916, maka 
keberadaannya pada waktu itu juga sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi 
warga asing dan tempat penghukuman bagi warga Negara Indonesia. Sejak masa 
kemerdekaan sampai sekarang gedung pengadilan Negeri Makassar sudah sering 
mengalami pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya 
 Pengadilan Negeri Makassar merupakan Pengadilan tingkat pertama yang 
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku 
kekuasasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Pengadilan Negeri Makassar 
terdapat beberapa Pengadian khusus yang berada dibawah Pengadilan Negeri 
Makassar, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan 
Hubungan Industrial dengan kewenangan wilayah hukum masing-masing. Ketua 
Pengadilan dan Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Makassar juga 
bertindak sebagai Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan pada Pengadian 
khusus tersebut.   
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Gedung utama Pengadilan Negeri Makassar teretak di Jalan Raya R. A 
Kartini No. 18-23 Makassar berdiri di atas lahan seluas 7187 m2 dengan luas 
bangunan 2250 m2.saat ini gedung Pengadilan Makasar telah diperluas dan di 
rampungkan pada akhir tahun 2007. Terdapat 4 (empat) ruang sidang di gedung 
utama pengadilan negeri makassar yang digunakan untuk menyidangkan perkara-
perkara Pidana, Perdata, Niaga, Hak Asasi manusia, serta perkara-perkara Pidana 
yang melibatkan anak. Selain itu, pengadilan hubungan industrial dibawah 
Pengadilan Negeri Makassar.1 
2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar 
Pengadilan Negeri Makassar masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dengan luas wilayah kurang lebih 300,45 
kilometer yang terdiri dari 14 Kecamatan yaitu:  
a. Kecamatan Ujung Pandang 
b. Kecamatan Makassar 
c. Kecamatan Mariso 
d. Kecamatan Mamajang  
e. Kecamatan Bontoala 
f. Kecamatan Wajo 
g. Kecamatan Tamalate 
h. Kecamatan Rappocini 
i. Kecamatan Panakukang 
j. Kecamatan Manggala 
                                                          
1Www. Pn-Makassar Kota. go.id. Akses. 11- 06-2012.  
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k. Kecamatan Ujung Tanah 
l. Kecamatan Tallo 
m. Kecamatan Biringkanaya 
n. Kecamatan Tamalanrea 
Wilayah hukum Pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri 
Makassar adalah sebagai berikut:  
Pengadilan Niaga Makassar:  
a. Sulawesi Selatan dan Barat 
b. Sulawesi Tengah 
c. Sulawesi Tenggara 
d. Sulawesi Utara 
e. Maluku 
f. Irian Jaya 
Pengadila HAM pada Pengadilan Negeri Makassar:  
a. Sulawesi Selatan dan Barat 
b. Sulawesi Tenggara 
c. Sulawesi Tengah 
d. Sulawesi Utara 
e. Gorontalo 
f. Maluku 
g. Maluku Utara  
h. Irian Jaya 
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Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar daerah 
hukumnya meliputi wilayah propinsi Sulawesi Selatan. 
3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar 
Visi:           
“Menwujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang 
mandiri, efektif, efisien dan mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan 
memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya 
rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”. 
Misi:  
a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, 
serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; 
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur 
tangan pihak lain; 
c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat; 
d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan; 
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan 
dihormati; 
f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan 
transparan. 
4. Struktur Organissasi Pengadilan Negeri Makassar 
Pengadilan Negeri Makassar memiliki susunan kepengurusan atau struktur 
organisasi yang tidak tetap. Kondisi ini disesuaikan dengan pergantian 
kepengurusan dalam setiap periodenya. Untuk saat ini, kepengurusan organisasi 
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Pengadilan Negeri Makassar tersusun oleh perangkat-perangkat kerja yang terdiri 
dari, Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, Sekretaris/Panitera, Wakil Panitera 
yang membawahi  Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda 
Perdata. Dan Wakil Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum. 
Selain Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera, Panitera/Sekretaris juga membawahi 
Panitera Pengganti dan Juru Sita. Hakim berada di bawah kontrol Ketua dan 
Wakil Ketua pengadilan, yang secara struktural tergambar dalam lampiran 
Bidang-bidang Kerja/Job Description. 
Ketua Pengadilan 
a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi 
keuangan rutin/pembangunan; 
b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim 
maupun seluruh karyawan; 
c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan 
pengawasan atas : 
1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan 
pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; 
2) Masalah-masalah yang timbul; 
3) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan   
Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; 
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4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk 
diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung 
d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa 
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta 
berkas perkara; 
e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat 
tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau 
tanpa membayar biaya perkara). 
Wakil Ketua Pengadilan   
a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan 
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 
b. Mewakili ketua bila berhalangan; 
c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua; 
d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas 
telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku 
serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. 
Hakim 
a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan 
Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan 
mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya; 
b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan 
berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar 
terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
63 
 
 
 
Panitera  
a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan; 
b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus 
menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara 
perdata dan pidana maupun situasi keuangan; 
c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, 
akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat 
bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan; 
d. Membuat salinan putusan; 
e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara; 
f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh 
Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 
Wakil Panitera 
a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 
b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-
tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik; 
c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan; 
d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya 
Panitera Muda  
a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 
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b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan 
pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing 
Panitera Pengganti  
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta 
melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang 
bersangkutan. 
Sekretaris 
Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum 
Pengadilan: 
a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi 
keuangan rutin/pembangunan; 
b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim 
maupun  seluruh karyawan; 
c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan 
pengawasan atas : 
1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan 
pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; 
2) Masalah-masalah yang timbul; 
3) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan 
Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; 
4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk 
diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung; 
65 
 
 
 
5) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk 
membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, 
berita acara serta berkas perkara; 
6) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat 
tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo 
atau tanpa membayar biaya perkara. 
Wakil Sekretaris 
Membantu tugas pokok Sekretaris 
Kepala Sub-Sub Bagian  
a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan; 
b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara 
Kepala Sub Bagian Keuangan   
Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan 
pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran 
pengadilan diluar perkara pengadilan 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian 
Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu 
Sekretaris yang: 
a. Menangani keluar masuknya pegawai; 
b. Menangani pensiun pegawai; 
c. Menangani kenaikan pangkat pegawai; 
d. Menangani gaji pegawai; 
e. Menangani mutasi pegawai; 
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f. Menangani tanda kehormatan; 
g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll. 
Jurusita  
a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh 
Hakim Ketua Majelis; 
b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-
teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan; 
c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri; 
d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian 
diberikan kepada pihak-pihak terkait. 
B. Eksistensi Pidana Materiil dan Pidana Formil terhadap Pengemudi yang 
Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas menurut Aturan 
Hukum 
Berbicara mengenai Hukum Pidana, maka secara spontan kita akan 
langsung mengingat bahwa Hukum Pidana termasuk ke dalam hukum publik 
(pembagian hukum berdasarkan isinya). Sebagaimana kita ketahui berdasarkan 
isinya hukum dibagi menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum 
Publik adalah hukum yang mengatur antara subjek hukum dengan pemerintah 
sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan 
antara individu dalam masyarakat dengan bentuk kaedah tertentu. 
Hukum Pidana Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang adalah 
hukum saduran dari Belanda, yang termuat dalam perundang-undangan yang kita 
sebut dengan KUHP(Kitab undang-undang Hukum Pidana) atau dalam bahasa 
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belandanya dikenal dengan sebutan WvS (singkatan dari Wetboek van Strafrecht). 
Hukum ini terdiri dari tiga buku; buku ke-1 memuat Aturan Umum, buku ke-2 
tentang Kejahatan, dan buku yang ke-3 mengatur tentang Pelanggaran. Hukum 
Pidana di Indonesia hanya mengenal dua jenis perbuatan, yang mana keduanya 
juga telah termuat di dalam KUHP; yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. 
Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-
undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan 
masyarakat, kita ambil sebagai contoh mencuri, membunuh, berzina, memperkosa 
dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh 
undang-undang, seperti tidak pakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman 
dalam berkendaraan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. 
Hukum Pidana sebagaimana yang kita ketahui dibagi lagi menjadi dua 
bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana 
materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan 
pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Hukum pidana formil 
mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, 
pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun KUHP sendiri telah 
diberlakukan dengan keluarnya UU 1958 No.73 yang pokoknya telah 
memberlakukan UU No. 1 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia.2 
                                                          
2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 30. 
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Selanjutnya eksistensi pidana materiil dan pidana formil dalam kecelakaan 
lalu lintas, yaitu: 
1. Pidana Materiil 
Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, eksistensi pidana materiil diatur dalam 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338, Pasal 359, Pasal 360. Untuk 
lebih jelasnya, akan dibahas sebagai berikut: 
a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan mengatur berbagai hal tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
Golongan dan sifat perbuatan pelaku serta unsur-unsur kecelakaan lalu lintas:3 
1) Golongan Perbuatan, dasar: Pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan pelaku dalam 
Kecelakaan Lalu lintas digolongkan sebagai tindak Pidana Kejahatan.  
2) Sifat Perbuatan, dasar: Pasal 1 butir 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Sifat perbuatan pelaku Kecelakaan Lalu 
lintas adalah merupakan delik culpa, yaitu perbuatan yang tidak disengaja 
atau lalai, atau kurang hati-hati, atau tidak diduga dan tidak disengaja, 
yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 
3) Unsur-unsur Kecelakaan Lalu lintas, dinyatakan sebagai kecelakaan Lalu 
lintas dan angkutan jalan, harus memenuhi unsur-unsur kumulatif yang 
                                                          
3 Republik Indonesia, Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas Angkutan 
Jalan (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 155-172. 
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ditentukan dalam Pasal 1 butir 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:  
a) ada suatu peristiwa; 
b) terjadi di jalan; 
c) peristiwa tersebut tidak diduga dan tidak disengaja; 
d) melibatkan Kendaraan; 
e) dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain; 
f) mengakibatkan korban manusia; dan/atau 
g) kerugian harta benda. 
Ketentuan Pidana Mengenai Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan: 
1) Pengemudi Lalai dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Pasal 310 
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) :  
a) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan 
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 
denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 
b) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban 
luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 
(dua juta rupiah); 
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c) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban 
luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 
denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 
d) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah).  
2) Pengemudi Tidak Tertib, ngebut, ugal-ugalan, sehingga terjadi kecelakaan, 
tolok ukur perbuatan: Pasal 311 ayat (1) Dengan sengaja mengemudikan 
Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi 
nyawa atau barang...”. Sanksi Pidana: Pasal 311 ayat (2) s/d ayat (5): 
a) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan 
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta 
rupiah); 
b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan 
dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara 
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paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 
Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah); 
c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 
paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 
d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mengakibatkan orang lain mati, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 
Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); 
3) Pengemudi Tabrak Lari (Pasal 312), setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu lintas dan dengan 
sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, 
atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu lintas kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat 
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 
4) Orang yang Tidak Memberi Pertolongan Terhadap Korban (Pasal UU 232 
UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 
531 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana/KUHP).  
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Norma Pokok Pasal 232 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan 
Angkutan Jalan: Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui 
terjadinya Kecelakaan Lalu lintas wajib:  
1) memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu lintas; 
2) melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; dan/atau 
3) memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 
Sanksi pidana terhadap orang yang bukan pengemudi yang terlibat 
kecelakaan Lalu lintas, tidak diatur dalam ketentuan pidana UU No.22 Tahun 
2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu dalam hal 
dilakukan penyidikan terhadap pelaku pada Pasal 232 UU LLAJ tersebut, 
diterapkan ketentuan pidana dalam KUHP yaitu Pelanggaran Terhadap Orang 
Yang Perlu Ditolong. 
Penyebab Kecelakaan Lalu lintas (Pasal 229 ayat (5) UU No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Kecelakaan Lalu lintas dapat 
disebabkan oleh :  
1) Kelalaian Pengguna Jalan; 
2) Ketidaklaikan Kendaraan; 
3) Ketidaklaikan Jalan dan/atau; 
4) Lingkungan. 
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b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat dilihat 
eksistensi dari pidana materiil terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, dimana diatur 
dalam Pasal 338, Pasal 359, dan Pasal 360. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 
sebagai berikut:4 
Pasal 338 
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
Pasal 359 
Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain 
mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun. 
 
Pasal 360 
1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang 
lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. 
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang 
lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 
Menurut penulis eksistensi pidana materiil dapat dilihat dalam pengaturan 
tentang kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), dimana dalam UU dan KUHP tersebut memberikan kejelasan hukuman 
terhadap kejahatan-kejahatan khususnya kejahatan dalam kecelakaan lalu lintas. 
                                                          
4 Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 117 dan 
121. 
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Telah diuraikan berbagai macam hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh pengemudi, dan hal itu pulalah yang menjadi dasar bagi 
hakim dalam menjatuhkan putusan. 
Selanjutnya dalam Al-Qur’an mengatur tentang kecelakaan lalu lintas ini, 
yaitu: 
a. An-Nisa ayat 93 : 
⧫◆ ⧫ ⬧ 
☺➔⧫ ◼⧫⧫⬧ 
   
◆  ◼⧫ 
◆➔⬧◆ ⧫◆ ⬧ 
⧫ ☺→⧫     
Terjemahnya: 
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.5 
b. Al-Baqarah ayat 11 : 
⬧◆  ⬧  ➔ 
  ❑⬧ ☺ 
⧫ ❑⬧     
Terjemahnya: 
Dan bila dikatakan kepada mereka: janganlah kamu membuat kerusakan di 
muka bumi, mereka menjawab: “sesungguhnya kami orang-orang yang 
mengadakan perbaikan”.6 
 
                                                          
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’anulkarim (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media,1987), 
h. 93. 
6 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah Al-Qur’an, 2002), h. 113. 
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Berdasarkan ayat di atas dalam Al-Qur’an sudah jelas bahwa Allah 
melarang umatnya untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya 
kerusakan di muka bumi sedangkan jika kurangnya kesadaran akan pentingnya 
tertib berlalu lintas dapat menyebabkan keresahan serta kerusakan di muka bumi 
seperti meningkatnya jumlah pelanggaran bahkan dapat menyebabkan timbulnya 
korban kecelakaan lalu lintas. 
2. Pidana Formil 
Mengenai eksistensi pidana formil dalam kasus kecelakaan lalu lintas, 
dapat dilihat dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) dimana bisa dilihat mengenai pelaksanaan proses pidana materiilnya, 
maksudnya dalam KUHAP dijelaskan bagaimana cara melaksanakan hukuman-
hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP. 
Proses yang dimaksud tersebut yaitu mulai dari penyelidikan, penyidikan, 
penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, dan sampai pada pembuatan 
berita acara oleh penyidik yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Negeri 
untuk selanjutnya diproses sesuai aturan yang berlaku dan diatur dalam KUHAP 
ini serta menjadikan pidana materiil sebagai dasar dalam pengambilan putusan 
oleh hakim.7 
 
                                                          
7 Railam Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara oleh penulis di 
Pengadilan Negeri Makassar, 18 Oktober 2012. 
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Menurut penulis eksistensi pidana formil terhadap pengemudi yang 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas yaitu dimana dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai proses pelaksanaan pidana 
materiil. Jadi pidana formil hadir untuk mempertahankan pidana materiil, yang 
dimana pidana materiil tersebut mengatur tentang hukuman yang harus diberikan 
kepada pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 
C. Eksistensi Putusan Hakim terhadap Pengemudi Angkutan yang 
Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Makassar  
Patut untuk dikemukakan bahwa kemampuan atau kemauan hakim 
menangkap makna yang ia artikan sebagai kebenaran semata-mata 
dikonstruksikan di dalam ruang siding pengadilan dengan tercukupinya bukti-
bukti formal yang dihadirkan. Ada kebenaran dalam realitas social yang 
berkembang dalam kehidupan masyarakat. Makna hukum bukanlah melulu apa 
yang ada di kepala para hakim tetapi juga apa yang merupakan pengalaman 
subyektif kaum awam (masyarakat).8 
Artinya hakim semestinya dapat mengakomodir gejolak yang terjadi di 
masyarakat. Ketika hakim memutus perkara, maka saat itu masuk dalam alam 
penalaran hukum. Dalam mengadili perkara menurut hukum ada 3 langkah yang 
harus dilakukan, yaitu: 
1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang diterapkan di antara 
banyak kaidah dalam sistem hukum, atau jika ada yang dapat diterapkan, 
mencapai suatu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak 
                                                          
8 Bernanrd L Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial (Surabaya: Srikandi, 2006), h. 31. 
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mungkin dipakai sebagai suatu kaidah untuk perkara yang lain 
sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang 
ditunjukkan oleh sistem hukum; 
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu 
menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan 
berkenaan dengan keluasannya dimaksud; 
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan 
dan ditafsirkan demikian.9 
Putusan hakim yang baik tentunya dapat terpenuhinya tiga nilai dasar hukum. 
Nilai-nilai dasar hukum tersebut adalah nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai 
kemanfaatan. Lebih rinci diuraikan sebagai berikut:10 
1. Nilai Kepastian 
Kepastian hukum atau legalitas menjamin bahwa hukum dapat berfungsi 
sebagai peraturan yang harus ditaati. Hakim dalam memutus perkara 
terlebih lagi untuk perkara pidana, maka harus didasarkan pada 
perundang-undangan. 
2. Nilai Kemanfaatan 
Nilai kemanfaatan berpandangan bahwa hukum harus dapat memberikan 
kemanfaatan kepada setiap orang. Kemanfaatan dapat dilihat dari dua sisi 
atas putusan hakim, kemanfaatan itu bisa ditujukan kepada masyarakat 
secara luas yang berarti adanya putusan hakim dapat dapat memberikan 
                                                          
9 Roscoe Pond, Pengantar Filsafat Hukum (Jakarta: Bharata, 1996), h. 52. 
10 Ibid., h. 56. 
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kepuasan kepada masyarakat tentang pentingnya eksistensi penegakan 
hukum melalui putusan hakim. Dalam artian lain, bahwa efek yang 
ditimbulkan dari putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera 
dan peringatan kepada masyarakat untuk tidak berbuat yang melanggar 
hukum. 
3. Nilai Keadilan 
Tugas hakim dalam menciptakan keadilan itu ada dua, yaitu hakim 
bertugas menjalankan perintah Undang-Undang yang didasarkan pada asas 
legalitasnya (rechtsbewegung). Selain itu hakim bertugas untuk berupaya 
menemukan hukum atau menggali hukum sedalam-dalamya 
(rechtsvinding) agar rasa keadilan melalui putusannya itu dapat tercapai. 
Hakim berupaya mengkonkritisi hukum yang ada dalam Undang-Undang 
yang masih abstrak dan berlaku umum. 
Melihat ketiga nilai dasar yang harus dipenuhi hakim dalam menjatuhkan 
putusan seperti yang dijelaskan di atas, maka melalui penelitian yang dilakukan 
penulis mengangkat sebuah putusan Pengadilan Negeri mengenai kasus tindak 
pidana. Lebih khususnya putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar tentang Kecelakaan Lalu Lintas, yaitu Putusan 
No.1200/Pid.B/2007/PN.Mks. 
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Adapun data hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1200/Pid.B/2007/PN. Mks. 
a. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap                              : Ivan Ronald P. Rotty 
Tempat Lahir                                 : Makassar 
Umur/ Tanggal Lahir                     : 45 Tahun/28 Februari 1962 
Jenis Kelamin                                : Laki-Laki 
Kebangsaan/ Kewarganegaraan    : Indonesia 
Tempat Tinggal                        : Puri Taman Sari Blok K 3 
   No.10 Makassar  
Agama                                           : Kristen 
Pekerjaan                                       : Swasta 
b. Posisi Kasus 
Bahwa ia Terdakwa Lk. Ivan Ronald P. Rotty pada hari Senin tanggal 
25 Juni 2007 sekitar jam 22.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu 
lain dalam tahun 2007 bertempat di depan Kampus STIMIK Jalan Perintis 
Kemerdekaan Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, karena kesalahannya 
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yakni Lk. Andi Asdar, perbuatan 
mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna merah No. Pol. DD 927 
TF bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 50 km/jam pada saat 
keadaan jalan sedang ramai, berlawanan arah dengan sepeda motor Suzuki 
No. Pol. DD 4563 XW milik korban Lk. Andi Asdar, pada jarak sekitar + 10 
meter ke depan Terdakwa sebelumnya telah melihat sepeda motor milik 
korban bertabrakan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau, namun 
pada saat itu Terdakwa tidak ada upaya untuk menghentikan mobilnya, hingga 
mobil terus berjalan dan tiba-tiba akibat tabrakan itu membuat sepeda motor 
milik korban terseret + 8 meter sampai akhirnya masuk ke bemper mobil 
Toyota Avanza milik Terdakwa, sehingga korban kemudian dilarikan ke 
Rumah Sakit Umum DR. Wahidin Sudirohusodo, namun beberapa hari 
kemudian Lk. Andi Asdar meninggal dunia di rumah sakit. 
Hal tersebut berdasarkan dengan Visum Et Repertum dari RSU DR. 
Wahidin Sudirohusodo No. 123/OS/Rahasia/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang 
ditandatangani oleh Dr. A. Rachmalia Hilal yang dalam hasil pemeriksaan 
sebagai berikut: 
Penderita dalam keadaan kesadaran menurun diantar ke rumah sakit, 
akibat kecelakaan lalu lintas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pada daerah 
perut kanan luka lecet, perut nampak cembung, pendarahan tidak ada, pada 
paha kiri nampak cembung, pendarahan tidak ada, pada paha kiri nampak 
bengkak dan perubahan bentuk, penderita mengalami cedera kepala ringan, 
ruda paksa tumpul pada perut dan patah kedua paha, penderita meninggal 
dunia tanggal 2 Juli 2007 jam 18.10 Wita. 
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Pada pemeriksaan fisik didapatkan kelainan yang terjadi oleh 
persentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana. 
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan tuntutan 
tertanggal 7 November 2007, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini memutuskan sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “Karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan matinya 
orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty oleh karena 
itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara 
dikurangi selama Terdakwa ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
• 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. : DD 927 TF; 
• 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza umum No. Pol. : DD 927 
TF; 
• 1 (satu) unit SIM A an. Ivan Ronald P. Rotty; 
• 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. : DD 4563 XW; 
• 1 (satu) lembar STNK motor No. Pol. : DD 4563 XW; 
dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya ; 
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4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1.000,- (seribu rupiah); 
d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
Mengingat akan ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang 
berkenaan, khususnya Pasal 359 KUHP, Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam KUHAP, 
MENGADILI: 
1. Menyatakan Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan; 
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut; 
3. Memerintahkan agar membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan; 
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 
• 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 927 TF; 
• 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza umum No. Pol. DD 927 
TF; 
• 1 (satu) unit SIM A an. Ivan Ronald P. Rotty; 
Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa; 
• 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. DD 4563 XW; 
• 1 (satu) lembar STNK motor No. Pol. DD 4563 XW; 
Dikembalikan kepada yang berhak ; 
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta 
martabatnya; 
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6. Membebankan biaya perkara pada Negara; 
2. Pendapat Penulis 
Membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1200/Pid.B/2007/PN. Mks, maka menurut penulis tindakan hakim dengan 
menjatuhkan putusan dimana terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum sangat tidak relevan dengan apa yang ada dalam tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum. Padahal tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut memiliki 
dasar dimana telah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Begitupun dalam 
sidang pengadilan, berdasarkan posisi kasus dari kasus tersebut sangat besar 
kemungkinan terdakwa benar-benar bersalah. 
Putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar ini juga tidak relevan dengan 
tindakan sebelumnya yang oleh hakim telah menetapkan penahanan terhadap 
terdakwa. Hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa telah 
melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a 
KUHAP, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau 
setidak-tidaknya dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang. 
Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tidak 
melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. 
Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan, bahwa ”pertimbangan yang 
disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan 
Terdakwa”.11 
                                                          
11 Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 117 dan 
110. 
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Selanjutnya mengenai eksistensi dari putusan hakim terhadap pengemudi 
yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dikaitkan dengan kasus kecelakaan 
lalu lintas dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 
1200/Pid.B/2007/PN. Mks, ternyata putusan tersebut sama sekali tidak 
memberikan hukuman kepada pengemudi, terlebih lagi tidak akan ada efek jera 
yang diberikan apabila hakim dalam menjatuhkan putusan seperti pada kasus di 
atas. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan yang disajikan penulis diatas dalam Eksistensi 
Putusan Hakim terhadap pengemudi angkutan kota yang menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Eksistensi pidana materiil dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, Pasal 359, dan Pasal 360 dan dalam 
Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Pasal 310. Selanjutnya eksistensi pidana formil dapat dilihat dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur 
tentang pelaksanaan pidana materiil. 
2. Eksistensi putusan hakim terhadap pengemudi yang menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 
1200/Pid.B/2007/PN.Mks, yaitu bahwa putusan hakim belum memberikan 
hukuman dan efek jera terhadap pengemudi yang menyebabkan 
kecelakaan. 
B. Saran 
Berdasakan pada pembahasan kesimpulan tersebut di atas, maka penyusun 
perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah eksistensi putusan 
hakim terhadap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagai 
berikut: 
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1. Dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan kematian di sidang pengadilan, maka diharapkan agar 
hakim dapat menjadikan pidana materiil dan pidana formil sebagai dasar 
atau landasan penjatuhan putusan. 
2. Dalam menyelesaikan setiap perkara mengenai kecelakaan lalu lintas 
hakim seharusnya betul-betul memperhatikan aturan hukum yaitu Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dijadikan dasar dalam 
menjatuhkan putusan, agar dikemudian hari tidak salah lagi dalam 
menjatuhkan putusan. 
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